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Bermasalah DanaDesa Bakal leekukan

KEMENTERIAN Keuangan
(Kemenkeu) akan membeku-
kanpenyalurandanadesaterha-
dap desa-desa’bermasalah. Dir-
jen Perimbangan Keuangan
Kemenkeu Astera Primanto
mengatakan, pembekuan ini
jugaberlakuterhadapdesa-desa
yang tidak memiliki kelengkap-
an administrasi atau yang lebih
dikenal dengan desafiktif.

“Nah, masalah kerugian ne -
garadanlain-lain, sayarasaitu
masih dibelakanglagi. Karena
sistemnyaadalahkalaudidalam
satu tahun anggaran misalnya
satu kabupaten jatahnya 100,
kemudian ada yang tidak disa-
lurkan oleh kabupatennyakare-
naolehkabupatennya dianggap
dia tidak memenuhi syarat
administrasi, jadi yang disalur-
kan cuma 80. Maka, tahun ber-
ikutnya kita tidak akan menya-
lurkanyang20. Jadi, 20iniakan
kita perhitungkan, kita beku-
kan. Jadikalau misalnya harus-
nya dia dapat 100, maka kita
akan hanyabayar 100 dikurangi
80 begitu,” ungkap AsteradiJa -
kartakemarin.

Diaberharap, dengan meka-
nismesepertiini,desayangtidak
memiliki kelengkapan adminis-
tratif akan memperbaikitatake-
lolanya. Kasus-kasus yang dari
rekening kas negara itu akan
masuk ke rekening daerah. Dari
daerah tmgkat II'yang masuk ke
rekeningdesa. ‘Jadi, biasanyake
rekening daerah, ini yang nanti
akan salurkan sejumlah yang
direkomendasikan dari Kemen-
dagri,”katanya.

Menurut Astera, dana desa
ini sangat berdampak pada
pembangunan infrastruktur
sebab 80% dana desa fokusnya
untuk infrastruktur melalui
cash for work . Sisanya 20%
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dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen; Jakarta, kemarin.

untuk pemberdayaan desa.
“Saya menyaksikan sendiri ke
beberapa daerah yang nama-
nya pembangunan infrastruk-
turiniluarbiasadengan meng-
gunakandanadesa,” ucapnya.
Untuk jumlah desa yang
tidak disalurkan dana di tahun
berikutnya, Astera mengata -
kan masih menunggu data
Kemendagri. Kemenkeu ma -
sih harus menunggu bagaima -
na kondisinyata dilapangan.
“Ini sebenarnya kan domain -

. nyaKemendagri. Jadikalausa -

ya ditanya berapa jumlah desa
atau anggaran yang sudah
disalurkan untuk desa yang

bermasalah, nah inisekarang.
kitalaginunggu diKemendagri .

yang bermasalah berapa?
Nanti dari situ kita bisa stock
packing,” paparnya.

Menteri Desa dan Pem -
bangunan Daerah Tertinggal

(Mendes PDTT) Abdul Halim
Iskandar menegaskan, desa
fiktif itu tidak ada danpihak-
nya satu suara dengan menteri
dalam negeri (mendagri) ter-
kaitdenganhalini.

“Terkait desa fiktif, paling
awal kami bisa menjawab yang
dimaksud desa fiktif adalah
desa yang tidak ada pendu-
duknya, namun dana mengu-
cur, tetapi tidak ada pemba-
ngunan. Itu tidak ada. Ttu kita
samakan dulu pemahaman
kita,” tandas Abdul Halim
dalam raker dengan Komisi V
DPR di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, kemarin.

Abdul Halim melanjutkan,
serapan anggaran memang
menjadi tolok ukur peman-
faatan dana desa.Namun, Ke-
mendes juga memiliki tolok
ukur lain, yaknirasa sentuhan,
dimanaadasentuhan fisikber-
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upa pembangunan dan situasi
yang berubah di desa itu. “Ini
ada sentuhan di masyarakat
ada pembangunan atau situasi
berubah,”ucapnya.

Selain itu, Kemendes juga
berupayamelakukanoptimali -
sasi digitalisasi sehingga Ko-
misiVDPRbisamengecekdesa
di masing-masing daerah pe -
milihan (dapil). Mulai dari
sumber daya manusia (SDM)
maupun potensi ekonomi. Da -
ta potensi desa (potdes) dari
Badan Pusat Statistik (BPS)
juga menjadi bagian dari
Indeks Desa Membangunyang
digunakan Kemendes. “Kami
juga mengusulkan pencairan
dana desa ke depan sebanyak
tiga kali dengan porsi 20%,
50%, dan 30%. Kami memilih
tiga kali supaya lebih mudah
diawasi,” tandasnya.
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